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EXECUTIVE SUMMARY

APBN Regional Papua

32,38%

55,25%

12,36%

Pajak DN Pajak LN PNBP

24,26%

75,74%

Belanja KL TKD

Realisasi: 47,71% Realisasi: 25,23%

Pendapatan Negara Belanja Negara

Pajak DN 1.508,71

Pajak LN 2.574,25

PNBP 576,03

❑ Pendapatan Negara mencapai 
Rp 4,65 Triliun

❑ Belanja Negara mencapai 
Rp 22,49 Triliun

❑ Defisit mencapai 
Rp 17,83 Triliun

Indikator Percepatan Pembangunan Papua

Permasalahan dan Rekomendasi Kegiatan Strategis

dalam miliar rupiah

Belanja K/L 5.457,29

Transfer Ke 
Daerah (TKD)

17.033,55

Data by Kemenkeu Papua

❖ Pajak Dalam Negeri didominasi oleh PPh 
Nonmigas dan PPN.

❖ Pajak Luar Negeri didominasi oleh Bea Masuk 
dan Bea Keluar dari wilayah Timika (PT. Freeport)

❖ PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang
sangat signifikan pada Pendapatan PNBP Bukan
Pajak Lainnya.

❖ Belanja K/L didominasi Belanja Pegawai (Gaji
dan Tunjangan Satker)

❖ Transfer Ke Daerah didominasi oleh DAU dan 
DAK Nonfisik. Dana Otsus sudah mulai 
tersalurkan.

PAPUA CERDAS

INDIKATOR
Baseline 
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Harapan Lama 
Sekolah (HLS)

13,16 11,565 14,59 - 16,61

Rata-Rata Lama 
Sekolah (RLS)

7,90 7,06 9,36 - 10,37

INDIKATOR
Baseline 
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Umur Harapan 
Hidup (UHH)

65,64 65,7 68,66 - 68,67

Tingkat Prevalensi 
Stunting

33,91% 30,49% <10%

Jumlah Kab/Kota 
Eliminasi Malaria

0 2
Seluruh Kab/Kota 

(42 Pemda)

PAPUA SEHAT

INDIKATOR
Baseline
(2021)

Capaian 
(2024)

Target 
(2041)

Tingkat Kemiskinan 23,51% 22,12% 5,81% - 2,82 %

Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT)*

4,01% 4,64% 4,11 % -1,73%

Realisasi Investasi 
PMDN

Rp919,07 M Rp1.384,8 M Rp92,3 - Rp174,5 Triliun

PAPUA PRODUKTIF

*update data terbaru
Sumber Data: RIPPP, BPS, Kemendagri, Kemenkes dan BKPM 
(diolah)

❑ Capaian Angka HLS tertinggi di Papua (13,28) dan 
terendah di Papua Pegunungan (8,7).

❑ Capaian Nilai RLS tertinggi di Papua (9,47) dan terendah 
di Papua Pegunungan (3,72).

❑ Tingkat Kemiskinan tertinggi di Papua Pegunungan 
(29,66%) dan terendah di Papua Barat Daya.

❑ Tingkat Penganguran Terbuka meningkat. Tertinggi di 
Papua (6,92) terendah di Papua Pegunungan (1,68)

PAPUA POLHUKAM

Koordinasi dengan KPU 

Provinsi Papua terkait 

Pemilihan Suara Ulang 

(PSU)

Permasalahan/Kendala Rekomendasi

Keterbatasan layanan kesehatan yang tidak dapat 

diakomodir oleh BPJS dan rendahnya presentasi 

kunjungan OAP ke fasilitas Kesehatan karena 

keterbatasan moda transportasi.

Perlu adanya fasilitas seperti misalnya kartu papua 

sehat untuk dapat memberikan perlindungan 

kesehatan yang komprehensif bagi masyarakatnya. 

Pelestarian Budaya Lokal di Papua perlu menjadi 

perhatian mengingat tingginya keberagaman budaya 

lokal papua

Pelestarian Budaya lokal Papua perlu melibatkan 

unsur akademisi, budayawan, hingga perwakilan adat 

dan suku

Peningkatan akses lapangan kerja bagi OAP serta 

pendirian Koperasi Merah Putih di Papua perlu 

diakselerasi

Lapangan kerja bagi masyarakat khususnya OAP 

dapat diselaraskan dengan pengembangan 

pariwisata. Selain itu, pendirian Koperasi Merah Putih 

perlu diakselerasi untuk dapat meningkatkan 

pemberdayaan di Kampung.

Pemungutan Suara Ulang pada Provinsi Papua perlu 

dikawal dan dimitigasi lebih baik agar kesalahan pada 

saat pemilu sebelumnya dapat teratasi

Perlunya penguatan koordinasi dan sinergi antar 

stakeholder seperti Pemda (Kesbangpol), KPUD, 

Bawaslu Daerah, hingga TNI/POLRI

Periode Mei 2025

PAPUA PRODUKTIF

Pengembangan Pusat Riset 

Kebudayaan di Papua, dengan 

melibatkan mahasiswa lokal 

Papua.

PAPUA SEHAT

Peluncuran Kartu Papua 

Barat Sehat dalam 

Mursenbang RKPD 2026

PAPUA CERDAS

Coffee Morning Inisiasi dan 

Harmonisasi Rencana Program 

Peningkatan Pariwisata melalui 

Transportasi Udara di BLU 

Kantor UPBU Kelas I DEO

Peluncuran Kartu Papua 

Barat Sehat merupakan 

langkah strategis yang 

dilaksanakan oleh 

Pemerintah Provinsi Papua 

Barat untuk memberikan 

perlindungan kesehatan 

yang komprehensif bagi 
masyarakatnya. 

Kegiatan Rapat Koordinasi dengan 

Kemenbud & Universitas Cenderawasih 

diselenggarakan pada 16 mei 2025 

dengan hasil, segera susun MoU dan

rencana kerja bersama untuk

pengembangan pusat riset kebudayaan

di Papua, serta libatkan mahasiswa

lokal dalam program inkubasi. Pihak 

Universitas akan segera bekerja sama 

dengan Kemenbud untuk membahas 

Proses Rencana Kerja Sama

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 

Mei 2025 di Sorong. Pokja BPP PBD 

menghadiri undangan sebagai 

narasumber dan menjalankan SHEK 

BP3OKP dalam misi Papua Produktif 

serta untuk membangun koordinasi 

dan komunikasi sebagai inisiasi dan 

harmonisasi dalam meningkatkan 

kapasitas bandara DEO guna 

menunjang peningkatan potensi 

wisata di Provinsi PBD.

Pertemuan BPP Provinsi Papua bersama 

KPU Provinsi Papua pada tanggal 02 Mei 

2025, bertujuan untuk Melakukan 

konsolidasi lebih lanjut antar stakeholder 

terkait PSU Papua, Melakukan monitoring 

dan evaluasi data pemilih agar valid dan 

akurat, Menghemat anggaran dengan 

mengurangi masa kerja badan adhoc, 

Meningkatkan sosialisasi mengenai tugas 

dan fungsi BP3OKP kepada public, 

Mendukung kelancaran dan keamanan 

pelaksanaan PSU Gubernur dan Wakil 

Gubernur Papua



BPP PROVINSI PAPUA

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,72 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 11,11

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

9,82 Tahun
Baseline (2021): 6,76

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,79 Tahun
Baseline (2022): 66,23
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

31.84%
Baseline (2022): 26.9
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

27,38%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

6,92%

Realisasi Investasi

Rp1,1 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp25 - Rp30T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4-4,5%

Papua Damai

Pengembangan Pusat Riset Kebudayaan di Papua, dengan 

melibatkan mahasiswa lokal Papua.

Peserta Kegiatan:

• Universitas 

Cenderawasih

• Perwakilan Kemenbud

• Pokja Papua Cerdas

Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kemenbud & Universitas 

Cenderawasih diselenggarakan pada 16 mei 2025 dengan hasil, 

segera susun MoU dan rencana kerja bersama untuk pengembangan

pusat riset kebudayaan di Papua, serta libatkan mahasiswa lokal

dalam program inkubasi. Pihak Universitas akan segera bekerja sama 

dengan Kemenbud untuk membahas Proses Rencana Kerja Sama

Koordinasi dengan KPU Provinsi Papua terkait Pemilihan Suara 

Ulang (PSU)

Peserta Kegiatan:

• Perwakilan KPU Provinsi 

Papua

• Perwakilan Pokja Papua 

Polhukam/Damai

Pertemuan BPP Provinsi Papua bersama KPU Provinsi Papua pada 

tanggal 02 Mei 2025, bertujuan untuk Melakukan konsolidasi lebih 

lanjut antar stakeholder terkait PSU Papua, Melakukan monitoring 

dan evaluasi data pemilih agar valid dan akurat, Menghemat 

anggaran dengan mengurangi masa kerja badan adhoc, 

Meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BP3OKP 

kepada public, Mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan 

PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Koordinasi Pembentukan Koperasi Desa bersama Pusat Studi 

Papua

Peserta Kegiatan:

• Perwakilan Pusat Studi 

Papua

• Anggota BPP Papua

• Pokja Papua Produktif

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 mei 2025 yang ditujukan 

untuk koordinasi pembentukan koperasi Desa diwilayah Papua yang 

masih minim. Oleh karena itu, Dorong pembentukan koperasi desa 

berbasis kultur local dengan pelatihan manajemen koperasi dan 

pendampingan usaha secara berkelanjutan. BP3OKP menyampaikan

Peran Strategis BP3OKP dalam Mengembangankan Ekonomi 

Berbasis Kulturdi Papua

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode Mei 2025



BPP PROVINSI PAPUA BARAT
PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,17 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

7,86 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,47 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

13,97%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

21,66%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

4,13%

Realisasi Investasi

Rp8,07 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T
Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Peluncuran Kartu Papua Barat Sehat dalam Mursenbang RKPD 

2026

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Pokja Cerdas Papua Barat

• Balai Guru dan Tenaga 

Kependidikan

• Dinas  Pendidikan dan 

Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Papua Barat

• PGRI Perwakilan Papua Barat

• MKKS se Papua Barat
Peluncuran Kartu Papua Barat Sehat merupakan langkah strategis yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memberikan 

perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakatnya. Program ini 

merupakan hasil kolaborasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, yang 

akan berkontribusi dalam implementasinya. Dengan menargetkan Orang Asli 

Papua yang kurang mampu, program ini dapat meningkatkan akses kesehatan 

bagi kelompok yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program Kartu 

Papua Barat Sehat dapat menjadi contoh yang baik dalam implementasi 

program kesehatan yang efektif dan efisien.

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMA dan SMK se-

Provinsi Papua Barat

Koordinasi antara BP3OKP Bersama Salah Satu Panitia Seleksi DPRP Papua 

Barat Jalur Otsus Serta Anggota MRP Papua Barat

Peserta Kegiatan:

• Pokja Polhukam 

BP3OKP Papua Barat

• Panitia Seleksi DPR 

Papua Barat Jalur Otsus 

Tahun 2025 

• Anggota MRP Papua 

Barat

Monev Kesiapan Perkebunan Kopi Arabika di Kabupaten Pegunungan 
Arfak 

Peserta Kegiatan:

• Pokja Produktif Papua 

Barat

• Barto Inden selaku 

Barista dan Petani 

Kopi

Indeks Demokrasi Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Pemerintah telah merencanakan beberapa aksi untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan di Papua, termasuk pembentukan UPTD Pengelola Jaminan Layanan 

Kesehatan OAP kategori PBI, pengoptimalan fungsi ATM Center, pembentukan 

UPTD Rumah Sakit Terapung Teluk Bintuni, dan memperkuat Puskesmas 

sebagai ujung tombak layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga 

mempertahankan tenaga kontrak di RS atau Puskesmas untuk memenuhi 

kebutuhan layanan kesehatan di Papua.

Peserta Kegiatan:

• Anggota BP3OKP Papua 

Barat dan Pokja Sehat 

Papua Barat

• Gubernur Papua Barat 

• Bupati se-Papua Barat

• Kepala OPD se-papua 

Barat

Rabu-Jumat (21-23 Mei 2025), telah dilaksanakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah  

(MKKS) Tingkat SMA dan SMK se-Provinsi Papua Barat. Tujuannya, menemu-

rumuskan peran strategis MKKS untuk  meningkatkan mutu layanan pendidikan di 

Papua Barat sebagai upaya akselerasi perbaikan kualitas mutu dan layanan  

pendidikan pada era Otsus Papua. Musyawarah MKKS menghasilkan 4 konsensus 

utama, mengenai perlunya:

1. Peningkatan kualitas guru melalui program Pendidikan dan Pelatihan guru produktif untuk SMK 

dan Peningkatan kualitas guru SMA melalui studi banding/kunjungan belajar Satuan Pendidikan 

rujukan;

2. Peningkatan fasilitas penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan praktik pendidikan vokasi, 

serta revitalisasi satuan pendidikan (SMA/SMK) yang berlokasi di wilayah 3 T

3. Pemenuhan dan optimalisasi satuan pendidikan SMK dan mengimplementasikan pendidikan 

keahlian sesuai dengan tuntutan (link and match) dari IDUKA (Industri, Dunia Usaha, dan Dunia 

Kerja).

4. Reformasi skema penyaluran Tunjangan Profesi Guru/TPG dari kas daerah ke rekening guru, 

guna mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan transparansi.

Terdapat potensi dalam pengembangan perkebunan 
kopi di Kabupaten Pegunungan Arfak, namun Pemda 
belum cukup mendorong atau mengarahkan 
masyarakat untuk mengembangkan perkebunan kopi. 
Kondisi yang tergambar adalah masih kurangnya bibit 
kopi yang masih kurang tanam padahal sudah mampu 
untuk membuat bibit yang cukup untuk di sebarkan 
ke desa-desa

Gugatan terhadap Tim Panitia Seleksi (Pansel) dan Hasil 

DPRP Jalur Otsus Papua Barat telah menyebabkan 

terhambatnya beberapa program pembangunan. Hal ini 

disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan kriteria dan 

aturan yang berlaku. Gugatan tersebut telah diproses di 

PTUN Manado dan dapat berdampak pada 

pengembangan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan 

lain-lain di Papua Barat.

Dari aspek hukum idealnya ada 3 unsur yang harus 

dipenuhi oleh tim terlapor, yakni kewenangan, prosedur 

dan substansi. Unsur substansi sangat penting karena 

belum ada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang 

siapa-siapa yang sudah ditetapkan menjadi anggota 

DPR Otsus sesuai hasil seleksi. Maka pemerintah daerah 

provinsi segera menindaklanjuti persoalan tersebut 

dengan menghadirkan kedua belah pihak.

Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak melalui OPD 
Teknis menyiapkan program pembibitan kopi dalam 
jumlah yang cukup, untuk selanjutnya dikembangkan 
di desa-desa yang sebenarnya sangat berpotensi 
untuk perkebunan kopi karena tanahnya subur, baik di 
wilayah yang berkontur dataran maupun di lereng 
gunung.

Kunjungan Pokja Papua Produktif, pemuda OAP 
“BARTO INDEN”  Barista sekaligus petani kopi di Pegaf

Periode Mei 2025



BPP PROVINSI PAPUA TENGAH

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

9,63 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

6,12 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

67,44 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

32,36%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

27,60%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

3,55%

Realisasi Investasi

Rp9,76 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Menghadiri Pelantikan Komisi Pemberantasan

HIV/AIDS Kabupaten Paniai

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Pemerintah Daerah 

Kabupaten Paniai

• Pokja Papua Sehat BPP 

Provinsi Papua Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada 2 Mei 2025 dalam rangka pendataan 

ulang pendertia HIV/AIDS dan sekaligus memperkuat upaya 

pencegahan, edukasi dan penghapusan stigma mereka yang hidup 

dengan HIV/AIDS. 

Rapat Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi 

(SHEK) Tindak Lanjut Rapat Bersama Kemendikdasmen

Peserta Kegiatan:

• Pemprov Papua Tengah

• BPP Provinsi Papua 

Tengah

• BPMP Provinsi Papua

• BGTK Provinsi Papua

• Pemkab se Provinsi 

Papua  Tengah

Rapat dilaksanakan pada 16 Mei 2025 untuk membahas percepatan 

Akses dan mutu pendidikan yang merata serta penyiapan daya saing 

kerja melalui Pendidikan Vokasi yaitu SMK Terintegrasi Balai Latihan Kerja 

(BLK) Komunitas, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Papua 

Tengah.

Rapat Bersama Kementerian Pertahanan RI

Peserta Kegiatan:

• Biro Informasi 

Pertahanan Setjen 

Kemhan

• BPP Provinsi Papua 

Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada 15 Mei 

2025 bertempat di Kantor Biro 

Infohan. Pertemuan ini bertujuan 

untuk memperkuat kolaborasi 

dalam menyebarkan informasi 

publik mengenai pertahanan 

dalam pembangunan Papua. 

Diskusi mencakup sinergi lintas 

instansi melalui tiga pilar utama: 

Papua Sehat, Papua Cerdas, dan 

Papua Produktif. Brigjen TNI Frega 

mengapresiasi paparan tersebut 

dan menegaskan komitmen Biro 

Infohan untuk mendukung 

informasi yang akurat, seimbang, 

dan solutif terkait pertahanan dan 

keamanan di Papua.

Rapat Evaluasi Daerah Otonomi Baru Bersama Komisi II DPR 

RI dan Dirjen OTDA Kemendagri di Timika

Peserta Kegiatan:

• Forkopimda Provinsi Papua 

Tengah

• Wakil Ketua Komisi II DPR 

RI

• Dirjen OTDA Kemendagri

• BPP Provinsi Papua Tengah

• Perwakilan Lembaga Adat

Rapat dilaksanakan pada 1 Mei 2025 dalam rangka tindak lanjut 

Kemendagri terkait evaluasi perkembangan DOB dan hasil evaluasi 

tersebut akan dirapatkan kembali bersama DPR RI. Melalui rapat 

tersebutr, Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa 

kunjungan tersebut untuk melihat dan memahami kondisi 

sebenarnya yang dihadapi masyarakat Papua Tengah

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode Mei 2025



BPP PROVINSI PAPUA SELATAN

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua Selatan

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

12,67 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

8,38 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

68,46 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

13,97%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

19,35%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

4,90%

Realisasi Investasi

Rp9,76 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Papua Damai

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Workshop Penyusunan Rencana Aksi Spm Provinsi Wilayah Papua

Peserta Kegiatan:

• Pokja Papua Cerdas

• SKALA

• Perwakilan dari 

setiap OPD Provinsi 

di Papua

Kegiatan penyusunan Renaksi SPM se Tanah Papua bertujuan menguatkan 

pemahaman perangkat daerah (update regulasi SPM terkini, melakukan analisis 

dan perhitungan kebutuhan SPM, dengan menggunakan data terpilah kelompok 

rentan/GEDSI pada penargetan penerima layanan SPM, untuk dirumuskan dalam 

kebijakan/strategi dalam dokumen jangka menengah, dan menyusun perencanaan 

monev dan pelaporan SPM). untuk dapat menyepakati Rencana Tindak Lanjut 

(RTL) penyusunan Renaksi SPM sehingga dapat terintegrasinya Rencana Aksi 

(Renaksi) SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Peserta Kegiatan:

• Pokja Papua 

Sehat

• BPJS Wilayah 

Papua Selatan

• Perwakilan 

Dinas 

Kesehatan 

wilayah Papua 

Selatan

Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Papua Selatan 

Tahun 2025

Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Papua Selatan yang dilaksanakan pada 

hari Kamis, 20 Mei 2025, telah memberikan ruang diskusi terbuka antara 

pemangku kepentingan utama dengan penyelenggara program JKN, 

dalam hal ini BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan unsur pemerintah 

daerah lainnya. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam 

memperkuat sinergi, harmonisasi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor 

untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan Program JKN yang 

inklusif dan berkeadilan di Papua Selatan.

Periode Mei 2025

Belum terdapat Anggota Pokja Papua Damai



BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

8,80 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

3,82 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

63,95 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

35,23%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

32,39%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

1,68%

Realisasi Investasi

Rp0,047 Triliun
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Audiensi dengan BPJS, Koordinasi Data Kesehatan bersama 

DInkes, dan Tindak Lanjut Bencana Banjir

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Anggota dan Pokja BPP 

Provinsi Papua Pegunungan

• Kepala BPJS Wamena

• Dinkes Wamena

Kegiatan dilaksanakan pada 2, 15, dan 30 Mei 2025 di  Kantor BPJS 

Wamena dan Kantor DInkes Wamena. Kegiatan ini diharapkan 

dapat memperkuatsinergi layanan kesehatan, dengan 

meningkatknya layanan kepesertaan JKN, penambahan fasilitas 

kesehatan, perlunya penambahantenaga medis, serta mendorong 

anak-anak Asli Papua untuk sekolah Kedokteran

Koordinasi dan Sinkronisasi memfasilitasi pembangunan sekolah 

berkualitas dan Koordinasi Beasiswa Papua Unggul

Peserta Kegiatan:

• Anggota dan Pokja BPP 

Provinsi Papua 

Pegunungan

• Kemendagri

• Tim Corban University

• Sekda dan OPD Prov. 

Papua Peguningan

Kegiatan ini dilakukan pada 5-7 dan 12 Mei 2025 di Kantor Gubernur 

Provinsi Papua Pegunungan dan beberapa sekolah. Kegiatan ini 

diharapkan mengawal beasiswa yang tepat sasaran, menolong 

penerima beasiswa yang dikirim, serta berkoordinasi dengan Pemda 

untuk melakukan pembangunan sekolah berkualitas

Sosialisasi Usaha Menuju Koperasi Merah Putih, Menghadiri 

Musrenbang Provinsi Papua Pegunungan, Menghadiri Rakernas 

Dewan Masjid Indonesia

Peserta Kegiatan:

• Anggota dan Pokja BPP Provinsi 

Papua Pegunungan

• Kepala Dinas PTSP, Para 

Kelompok Tani

• Ketua Koperasi dan Tokoh 

Pemuda

Kegiatan Persiapan Pembentukan Koperasi Merah Putih 

dilaksanakan pada 6 dan 10 Mei 2025 di Aula WIsata Pemancingan 

Grand Wesaput. Kegiatan ini diharapkan dapat mengawal 

berdirinya koperasi untuk menuju koperasi desa merah putih dan 

meningkatkan produk usahanya, menumbuhkembangkan koperasi 

yang selama ini pasif dan mati.

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode Mei 2025

Koordinasi dengan Pemda dan Masyarakat Adat mengenai 

Penembakan Jayawijaya

Peserta Kegiatan:

• Anggota dan Pokja BPP Provinsi 

Papua Pegunungan

• Bupati dan OPD Pemda 

Jayawijaya

• Tokoh Adat Nduga

Kegiatan dilaksanakan pada 30 Mei 2025 di Kantor Bupati Wamena dan 

Aula KPPN Wamena. Kegiatan ini menyimpulkan diperlukan adanya 

penyelidikan mendalam, mengamankan keberadaan pengungsi, tidak 

menggeneralisasi, penguatan penjagaan Wamena sebagai titik sentral 

dengan pendekatan adil, manusiawi, serta diperlukan adanya 

pencegahan konflik horizontal dan menjaga stabilitas sosial.



BPP PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PAPUA SEHAT PAPUA CERDAS

PAPUA PRODUKTIF

Indikator Pembangunan Papua

Papua Cerdas

Papua Sehat

Papua Produktif

13,88 Tahun

Harapan Lama Sekolah

Baseline (2021): 13,16

Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah

8,39 Tahun
Baseline (2021): 7,90

Target (2041): 9,36 – 10,37

Umur Harapan Hidup

67,85 Tahun
Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52

Prevalensi Stunting

31,00%
Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00

Eliminasi Malaria

1 Kab/Kota
Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A

Tingkat Kemiskinan

16,95%

Baseline (2022): 21,33

Target (2024): 19,03

TPT

6,61%

Realisasi Investasi

Rp459,90 Miliar
Baseline (2021): Rp919,07 M

Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

Baseline (2022): 5,37

Target (2024): 4,24-4,95

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Tahun 2025 Kab. Tambrauw

Papua Damai

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP PBD (Sehat 

dan Produktif)

• Pemda Kab. Tambrauw

• Dinkes Kab. Tambrauw

• RSU Kelas D Pratama 

Kab. Tambrauw

Kegiatan ini dilaksanakan pada 14 Mei 2025 di RSU Kelas D Pratama 

Kab. Tambrauw. Pokja BPP PBD memberikan materi pada Rakerkesda 

dengan topik proses Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan 

dalam Rangka Otonomi Khusus Papua. Materi ini ditujukan bagi 

daerah agar bertindak efisien dan efektif serta memanfaatkan setiap 

penganggaran yang berasal dari semua sumber sebagai penerimaan 

dalam rangka Otsus dan menghindari perencanaan program yang 

tidak dapat ditentukan outputnya serta tidak mendongkrak nilai pada 

Indikator misi Sehat.

Lokakarya Internal Model Tetap Program Sekolah Sepanjang 

Hari (SSH)

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP PBD 

(Cerdas)

• Dekan FKIP UNIPA

• Tim SSH Kab Sorong 

Selatan

• Tim SSH Kab Maybrat

• Tim SSH Wamena

Koordinasi pada 19 Mei 202 di Kampus Universitas Papua, 

Manokwari. Kegiatan ini bertujuan membahas model tetap program 

SSH sebagai model baku yang akan digunakan sebagai program 

percepatan misi Papua Cerdas di Tanah Papua. Hasil kegiatan ini 

adalah telah disepakatinya pelaksanaan Model Pendidikan SSH yang 

dikembangkan dari Sorong Selatan dan Pusat Inovasi Pendidikan 

disepakati untuk didirikan sehingga naskah akademiknya perlu 

disiapkan oleh Tim SSH.

Coffee Morning Inisiasi dan Harmonisasi Rencana Program

Peningkatan Pariwisata melalui Transportasi Udara di BLU

Kantor UPBU Kelas I DEO

Peserta Kegiatan:

• Pokja BPP PBD (Produktif)

• UPBU Kelas I DEO Sorong

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di Sorong. Pokja 

BPP PBD menghadiri undangan sebagai narasumber dan 

menjalankan SHEK BP3OKP dalam misi Papua Produktif serta untuk 

membangun koordinasi dan komunikasi sebagai inisiasi dan 

harmonisasi dalam meningkatkan kapasitas bandara DEO guna 

menunjang peningkatan potensi wisata di Provinsi PBD.

Indeks Demokrasi
Persentase Penyelesaian 

Tindak Pidana

67,64 10,13%

PAPUA DAMAI

Periode Mei 2025

Audiensi bersama Kapolda Provinsi Papua Barat Daya

Peserta Kegiatan:

• Anggota BPP PBD

• Pokja BPP PBD

• Kapolda dan Wakapolda PBD

• Irwasda, Dirbinmas, dan 

Dirtelkam Polda PBD

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2025 di Mako Polda

Provinsi PBD. Kegiatan ini bertujuan untuk sosialisasi BP3OKP; 

membangun sinergi; melaksanakan fungsi koordinasi guna 

dukungan, kerja sama dan kolaborasi bersama. 
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